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GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Sejak setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah telah
menggulirkan program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit
bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian
rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat
Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946. Dalam
perkembangannya pengucuran atau pinjaman dana Yyang diberikan oleh
pemerintah tersebut tidak kembali tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut
menjadi kredit macet. Apabila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah
pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan
negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara.

Atas dasar tersebut maka dipandang perlu untuk menciptakan sistem baru,
mengingat sistem yang ada pada saat itu (sistem penyelesaian perkara berdasarkan
pasal 195 HIR) tidak mampu melakukan fungsinya dalam melakukan
pengamanan terhadap keuangan dan kekayaan negara, untuk itu dibuat Undang-
Undang Nomor 49 Prp tahun 1960. Berdasarkan UU Nomor 49 Prp tahun 1960
dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang salah satu tugas
pokonya adalah melakukan pengurusan piutang Negara.

Pada tahun 1971 penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit

investasi cukup banyak, namun mengingat terbatasnya struktur organisasi dan



sumber daya manusia PUPN, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11
tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas
mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia
interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang
negara. Sebagai penjabaran Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1976 tersebut,
maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 517/ MK/IV/1976
tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dalam keputusan tersebut tertulis
bahwa tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan Satuan Tugas (Satgas)
BUPN.

Seiring dengan meningkatnya piutang negara yang pengurusannya
diserahkan kepada BUPN, menandakan makin banyaknya piutang negara yang
bermasalah (macet) baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun
non perbankan sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan suatu
kebijakan untuk mempercepat proses pengembalian piutang negara. Untuk itu
keluarlah Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991 yang menggabungkan
Lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam
struktur organisasi BUPN, sehingga terciptalah organisasi baru yang bernama
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden nomor 21 tahun 1991,
Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang
Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N),

sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN).



Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 yang
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 2/KMK.01/2001
tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara (DJPLN).

Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka
Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara
(KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Hingga tahun 2007, penataan ulang organisasi secara menyeluruh di
Departemen Keuangan telah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, pada
tahun 2004, terjadi peleburan dua unit Eselon Il, yaitu Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Negara (Dit.PKN), Ditjen Anggaran dan Pusat Akuntansi Barang
Milik/Kekayaan Negara (Pusat Akbar), BAKUN menjadi satu unit Eselon 1l baru,
Direktorat Pengelolaan BMKN (Direktorat PBMKN) pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Direktorat inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan
organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang saat ini melaksanakan peran
selaku Pengelola Barang (asset manager).

Kedua, lahirnya unit eselon | baru, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara atau DJKN, yang merupakan peleburan antara Direktorat Jenderal Piutang

dan Lelang Negara (DJPLN), Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan
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Negara, Ditjen Perbendaharaan, dan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara pada
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan ini ditandai dengan
terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006, dan
selanjutnya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.
131/PMK.01/2006.

Kantor Wilayah DJKN Bandung sesuai dengan PMK Nomor
102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai wilayah kerja
meliputi Propinsi Jawa Barat yang membawabhi 7 (tujuh) Kantor Pelayanan, yaitu
KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Bogor, KPKNL Purwakarta, KPKNL
Cirebon, KPKNL Tasikmalaya dan KPKNL Sukabumi. Namun, sampai dengan

saat ini pembentukan KPKNL Sukabumi belum juga terealisir.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam
penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, karena di dalam
struktur organisasi terdapat garis pendelegasian wewenang yang seharusnya
dilakukan. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang
didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai
dengan posisi dalam suatu organisasi tersebut.

DJKN merupakan unit eselon | di bawah Kementerian Keuangan yang
bertugas untuk melakukan kebijakan standarisasi teknis di bidang kekayaan

negara, piutang negara dan lelang sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh menteri
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keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN
terdiri dari Kantor Pusat , Kantor Wilayah (Kanwil), dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

DJKN menerapkan bentuk struktur organisasi lini. bentuk struktur
organisasi lini adalah bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung
secara Vvertical dan sepenuhnya dari pimpinan ke bawahannya. Bentuk ini
merupakn bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa
perkembangan industry pertama, bentuk organisasi lini ini diciptakan oleh Henry

fayol.Berikut adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi Direktorat Jendral Kekayaan

Negara
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Gambar 2.2

Struktur Organisasi Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan

Negara

2.3 Uraian Tugas Instansi

Uraian tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menurut Peraturan
Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 170/ PMK.01/ 2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
adalah sebagai berikut :
2.3.1 Uraian Tugas Seluruh Bagian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil Jawa Barat

Kantor Wilayah terdiri atas Bagian Umum, Bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara, Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, Bidang Lelang, Bidang
Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2.3.1.1 Uraian Tugas Bidang Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta
penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan

kantor wilayah.
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2.3.1.2 Uraian Tugas Bidang Pengeolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan
pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di
bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik
Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di
lingkungan Kantor Wilayah.
2.3.1.3 Uraian Tugas Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan
basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta
pelaksanaan kegiatan penilaian.
2.3.1.4 Uraian Tugas Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang
negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi
pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang
negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian
piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang
yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan
nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan

keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan
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harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung
hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan
piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara.
2.3.1.5 Uraian Tugas Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta
verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan
pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan
data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa
Lelang.
2.3.1.6 Uraian Tugas Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan
rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan Kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap
kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan
rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian
pendapat hokum (legal opinion), serta perencanaan, pengelolaan dan
pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi

dan hubungan masyarakat.
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2.3.2 Uraian Tugas Pada Bidang Pengeloalaan Kekayaan Negara Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Barat
Penulis melakukan Kerja Praktek di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kanwil Jawa Barat pada Bagian Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di

bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik

Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di

lingkungan Kantor Wilayah.

2.3.2.1 Fungsi Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Adapun fungsi dari Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai
berikut :

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
penatausahaan dan akuntansi, pengawasan, pengendalian, pemantauan barang
milik negara/kekayaan negara;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan dan penatausahaan barang milik negara/ kekayaan negara;

3) Penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan daftar

barang milik negara/kekayaan negara;
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4) Pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada KPKNL di
lingkungan Kantor Wilayah.

2.3.2.2 Uraian Tugas Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara terdiri atas:
1) Kepala Bidang PKN
2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | beserta 2 Staff
3) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Il beserta 2 Staff
4) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Il beserta 2 Staff

Kepala Bidang PKN memiliki tugas melakukan pengawasan serta menjadi
koordinator pada bidang PKN, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, I, dan Il
masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis,
evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pemantauan, penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan
laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara lingkup I, 11, dan IlI, sesuai
penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
2.4  Kegiatan Instansi

Kegiatan  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menurut Peraturan
Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 170/ PMK.01/ 2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

adalah sebagai berikut :



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang
kekayaan negara;

Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
di bidang penilaian;

Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pengurusan piutang negara;

Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang,
pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;

Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan
harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik
penanggung hutang atau penjamin hutang;

Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan
verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian,
piutang negara dan lelang;

Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan
informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian,

pengurusan piutang negara dan lelang;

10) Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

11) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.



